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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

NOMOR :  5   TAHUN  2014 

TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG HARI, 

 

Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) 

huruf d Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

Mengingat :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2755); 

3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

 

4. Undang-Undang………… 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SALINAN   
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4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

dan 

BUPATI BATANG HARI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN   LINGKUNGAN HIDUP  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.  

2.   Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

3.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari. 

4.    Bupati adalah Bupati Batang Hari. 

5.    Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari. 

6.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD 
adalah lembaga yang membantu Bupati dalam  penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

7.   Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah satuan kerja Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

8.  Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan mahkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya. 

 

 

9. Perlindungan ………… 
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9.  Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis 

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,  

pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 

10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam 
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu  hidup generasi masa 

kini dan generasi masa depan. 

11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk 
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup. 

12. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk mendukung perikehidupan manusia, mahkluk hidup lain, dan 

keseimbangan antar keduanya. 

13. Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya 

untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan 

perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu 

kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan 

mahkluk hidup lainnya. 

14. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau 

dimasukkan kedalamnya. 

15. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 
sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk 

kesatuan ekosistem. 

16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya 

mahkluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan 

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan 
hidup yang telah ditetapkan. 

17. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan 

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia 

dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 

18. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau 

tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 

hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 

19.  Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

20. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 

energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 

mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 

manusia serta mahkluk hidup lain. 

 

21. Limbah………… 
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21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 
B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 

22. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau 

lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah 

berdampak pada lingkungan hidup. 

23. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan 
hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

24. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat 

Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan. 

26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan 
dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan 

hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan 

yang wajib amdal atau UKL-UPL. 

27. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL 

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 

prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

28. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 
teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

29. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi 

dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya 

berkaitan dengan  lingkungan hidup. 

30. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau 

badan hukum.     

31.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

32.  Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS 
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif 

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 

 

 

33.  Badan…………… 
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33. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara,atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha 

lainnya.      

 

BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN 

Bagian Kesatu 

Asas 

Pasal 2 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan 

Asas  :  

a. tanggung Jawab; 

b. kelestarian dan keberlanjutan; 
c. keserasian dan keseimbangan; 

d. keterpaduan; 

e. manfaat; 

f. kehati-hatian; 

g. keadilan; 
h. ekoregion 

i. keanekaragaman hayati; 

j. pencemar membayar; 

k. partisipatif; 
l. kearifan lokal; 

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan 

n. otonomi daerah 
 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat 

Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

Bagian Ketiga 

Sasaran 

Pasal 4 

Sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah : 

a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia 

dan lingkungan hidup ; 

b. terwujudnya masyarakat sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki 

sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ; 

 

 

c.  menjamin…………… 
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c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 

depan ; 

d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ; 
e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana ; dan 

f. terlindunginya terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan yang 

menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Hak 

Pasal 5 

 

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang berhak : 

a. memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak 

asasi manusia; 
b. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses 

partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat; 

c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan; 

d. berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; dan 

e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup. 

 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 6 

 

(1)  Dalam Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang 

wajib : 

a.  memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup ; dan 

c.  menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup 

(2)  Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban 

memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka dan tepat waktu 
mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

 

 

BAB IV ………… 
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BAB IV 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 7 

Dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah 

mempunyai wewenang : 

a. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten; 

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten; 

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; 
d. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan; 

e. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 

dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 

Peraturan Perundang-undangan; 

f. melaksanakan standar pelayanan minimal; 
g. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan; 

h. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten; dan 

i. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten. 

 

        

BAB V 

SISTEM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

Pasal 8 
 

(1)  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui 

pendekatan karakteristik yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial 
dan budaya masyarakat serta kelestarian lingkungan. 

(2)  Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi 

kegiatan penelitian, pengembangan, perumusan kebijakan, perencanaan, 

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi lingkungan hidup Kabupaten. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Bupati 

 

BAB VI 

PERIZINAN 

Pasal 9 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang pengawasan dan pengendaliannya 

berada di bawah kewenangan Kabupaten Batang Hari, wajib 

mendapatkan persetujuan/izin maupun penyampaian laporan kegiatan 
kepada Bupati.  

(2) Dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan Bupati dapat 

melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang telah ditunjuk. 

(3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimasud pada ayat (1) 
meliputi : 

a. usaha dan/atau kegiatan didalam kawasan lindung di wilayah 

administrasi Kabupaten Batang Hari; 

b. usaha dan/atau kegiatan konservasi sumber daya alam di wilayah 

administrasi Kabupaten Batang Hari; 

 

c. usaha ……………………… 



8 
 

c.  usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan lahan 

diwilayah administrasi Kabupaten Batang Hari; 

d.  pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan di wilayah 
administrasi Kabupaten Batang Hari; 

e. pengelolaan bahan berbahaya beracun di wilayah administrasi 

Kabupaten Batang Hari; dan 

f. usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi besar dan luas 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup diwilayah 
administrasi Kabupaten Batang Hari. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara atau  prosedur mendapatkan 

persetujuan dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 10 

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dibawah wilayah 

Kabupaten Batang Hari yang berdampak lingkungan diwajibkan memiliki 

Dokumen Lingkungan Hidup berdasarkan besar dan pentingnya dampak 
yang ditimbulkan sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan. 

 

(2) Kriteria dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut : 

a.  besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha 
dan/atau kegiatan ; 

b. luas wilayah penyebaran dampak ; 

c.  intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena 
dampak; 

e.  sifat kumulatif dampak ; 

f.  berbalik atau tidak berbaliknya dampak ; dan 

g.  kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

      

Pasal 11 

(1)  Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1) ditetapkan bahwa: 

a.  setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak 

besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen 

Amdal berdasarkan ketentuan  Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku ; 

b. setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 
wajib amdal maka wajib memiliki UKL-UPL berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; dan  

c.  setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak tergolong dalam kategori 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib memiliki surat 

pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) yang mengikat; 

 

(2) Ketentuan ………………………… 



9 
 

 (2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang 

tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta 

mekanisme prosedur dan petunjuk pelaksanaannya diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 

BAB VII 

PERBUATAN YANG DILARANG 

Pasal 12 

Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang: 

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup; 

b. membuang dan mengolah limbah (cair, padat, gas dan B3) tanpa izin dari 

Bupati; 

c. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 

d. melakukan pembukaan lahan yang menyebabkan pencemaran lingkungan; 

e. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; 

f. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; dan 

g. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi atau 

memberikan keterangan yang tidak benar. 

 

BAB VIII 

PERAN MASYARAKAT 

Pasal 13 

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya 

untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 

(2) Peran masyarakat dapat berupa: 

a. pengawasan sosial; 

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan 

c. penyampaian informasi dan/atau laporan. 

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk: 

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; 

c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; 

d. menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk 

melakukan pengawasan sosial; dan 

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 

 

BAB IX ……………………… 

 



10 
 

BAB IX 

PENGAWASAN 

Pasal 14 

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan 

pengawasan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah dan instansi teknis 

lainnya. 

 

Pasal 15 

(1) Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (2) berwenang: 

a. melakukan pemantauan; 

b. meminta keterangan; 
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang 

diperlukan; 

d. memasuki tempat tertentu; 

e. memotret; 

f. membuat rekaman audio visual; 
g. mengambil sampel; 

h. memeriksa peralatan; dan/atau 

i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan 
instansi teknis dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik 

pegawai negeri sipil   

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi 

pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah. 

 

Pasal 16 

(1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 

Badan Lingkungan Hidup Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi 

Pemerintah Provinsi Jambi yang bertanggung jawab di bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB X 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 17 

(1) Bupati memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan 

ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 

 

(2) Sanksi ……………………. 
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a.  teguran tertulis; 

b.  paksaan pemerintah; 

c.  pembekuan izin lingkungan; dan  

d.  pencabutan izin lingkungan  

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 

membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung 

jawab pemulihan dan pidana. 

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin 

lingkungan     sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d 

dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak 

melaksanakan paksaan pemerintah. 

(5) Bupati dapat melakukan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b berupa: 

a.  penghentian sementara kegiatan produksi; 

b.  pemindahan sarana produksi; 

c.  penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; 
d.  pembongkaran; 

e.  penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan 

pelanggaran; 

f.  penghentian sementara seluruh kegiatan; dan 

g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan 
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. 

(6) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran 

yang dilakukan menimbulkan: 

a.  ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; 

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan 

pencemaran dan/atau perusakannya; dan 

c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera 

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. 

(7) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak 

melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenakan denda atas setiap 

keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. 

(8)  Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. 

(9) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan 

pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan. 

 

 

BAB XI …………………. 

 

 

 

 



12 
 

BAB XI 

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 18 

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan. 

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka 
rela oleh para pihak yang bersengketa.   

(3)  Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak 

berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. 

 

 

Bagian Kedua 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 

Pasal 19 

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai: 

a. bentuk dan besarnya ganti rugi; 

b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya 
pencemaran dan/atau perusakan; dan 

d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup. 

(2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak 
pidana lingkungan hidup. 

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat 

digunakan jasa mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa 

lingkungan hidup. 

 

Bagian Ketiga 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan 

Paragraf 1 

Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan 

Pasal 20 

(1)  Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau 

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan 
tindakan tertentu. 

 

(2) Setiap …………………… 
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(2)  Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan 

bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang 

melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau 
kewajiban badan usaha tersebut. 

(3)  Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap 

hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.  

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang 

undangan. 

 

 

Paragraf 2 

Tanggung Jawab Mutlak 

Pasal 21 

Setiap orang yang tindakannya, usaha dan/atau kegiatannya menggunakan 

B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang 

menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab 

mutlak atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur 
kesalahan. 

 

Paragraf 3 

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan 

Pasal 22 

(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan 

mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab 

Undang-Undang Hukum  Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang 

menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau 
mengelola limbah B3. 

 

Paragraf 4 

Hak Gugat Pemerintah Daerah 

Pasal 23 

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan 

tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan 

kerugian lingkungan hidup.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan yang menyebabkan kerugian 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

 

Paragraf  5 ……………….. 
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Paragraf 5 

Hak Gugat Masyarakat 

Pasal 24 

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan 

dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai masalah lingkungan 

hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.  

(2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa, sehingga 
mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka Badan 

Lingkungan Hidup Daerah dapat bertindak untuk kepentingan 

masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kepentingan masyarakat 

atas kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Paragraf 6 

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup 

Pasal 25 

(1)  Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan 

hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk 

kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.         

(2)  Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas 
pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya 

tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. 

(3)  Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi persyaratan: 

a. berbentuk badan hukum atau yayasan; (terdaftar) 

b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut 

didirikan untuk  kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 

c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya paling 

sedikit 2 (dua) tahun. 

 

Paragraf 7 

Gugatan Administratif 

Pasal 26 

(1)  Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha 

negara apabila: 

a.  badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan 

kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak 

dilengkapi dengan dokumen Amdal; 

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan 

kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan 

dokumen UKL-UPL; dan 

 

c. badan …………………. 

 



15 
 

c.  badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha 

dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. 

(2)  Tata cara pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara 
mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 

 

 

BAB XII 

PENYIDIKAN 

Pasal 27 

(1)  Selain penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Badang Lingkungan Hidup 

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terhadap pelanggaran 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2)  Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

c.  meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang berkenaan 
dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengeloaan lingkungan hidup;    

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 

bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;  

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran 

yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

h. menghentikan penyidikan; 

i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman 

audio visual; 

j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, 

dan/atau tempat lain yang dilakukan yang diduga merupakan tempat 
dilakukannya tindak pidana; dan 

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. 

(3)  Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi 

dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.  

 

(4) Dalam ………………….. 
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 (4)  Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, 

penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik 

pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi 
Negara republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran 

penyidikan. 

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 

penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik 

pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil 

disampaikan kepada penuntut umum.   

 

BAB XIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 28 

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dipidana dengan pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, 

dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dipidana dengan pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(3) Setiap orang yang melepaskan produk rekayasa genetika ke media 

lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau izin lingkungan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf c, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan lingkungan Hidup, dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(4) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan yang menyebabkan 

pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, 
dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan lingkungan Hidup, dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

 

 

(5) Setiap ………… 
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(5) Setiap orang yang menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi 

penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, 
dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan lingkungan Hidup, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(6) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki 
izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dipidana 

dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan 

Hidup, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(7) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, 

menghilangkan informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, 

dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

  

Pasal 29 

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan 

terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, 

dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

lingkungan Hidup, dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

 

Pasal 30 
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 

paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dipidana 

dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan 

Hidup, dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

 

 

BAB XV ………… 
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BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31 

(1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian 

persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya 

berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, selambat lambatnya 6 

(enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib 

menyelesaikan Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 

  

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Batang Hari. 

 

Ditetapkan di Muara Bulian 

pada tanggal   14 April 2014 

    Plt. BUPATI BATANG HARI 

 

ttd 

 

     SINWAN 

 

Diundangkan di Muara Bulian 

pada tanggal 14 April 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

 

ttd 

ALI  REDO 

LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

TAHUN  2014  NOMOR : 5 
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P E N J E L A S A N 

A T A S 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

NOMOR  :  5    TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

I. UMUM 
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak 

asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh 

karena itu, negara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan 

berkewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup 

Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat 

Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Indonesia mempunyai kekayaan 

keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah, sehingga 
perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi. 

 Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk 

serta pembangunan yang semakin meningkat menimbulkan dampak positif 

dan negatif terhadap lingkungan hidup disekitar. Salah satu dampak yang 
ditimbulkan adalah tercemarnya lingkungan yang bersih menjadi tidak 

sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini diperlukan suatu 

pengelolaan terhadap lingkungan untuk menghindari dari berbagai 

dampak yang mungkin akan timbul dari berbagai aktifitas tertentu yang 
ada dimasyarakat. Pengelolaan lingkungan dapat dilakukan apabila 

adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak dan instansi serta 

masyarakat untuk melakukan yang terbaik dalam hal pengelolaan 

lingkungan hidup.   

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal  1  

 Cukup jelas  

Pasal  2  

 Huruf a 

  Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah: 

a. menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu 

hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa 
depan. 

b. menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

c. mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam 

yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup.  

 

Huruf  b ………… 

 

 

 

SALINAN   
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 Huruf b 

  Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah 

bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap 
generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi 

dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan 

memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 

  Huruf c 

  Yang dimaksud dengan asas “keserasian dan keseimbangan” adalah 
bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan 

berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan 

perlindungan serta pelestarian ekosistem. 

 Huruf d 

  Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa 
pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan 

memadukan berbagai unsur atau mengnyinergikan berbagai 

komponen terkait. 

 Huruf e 

  Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha 

dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan 

dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras 

dengan lingkungannya. 

 Huruf f 

  Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa 

ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan 

karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah 

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan. 

 Huruf g 

  Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan 

secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, 

lintas generasi, maupun lintas gender. 

 Huruf h 

  Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan 

karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya, 

masyarakat setempat dan kearipan lokal. 

 

 

 

Huruf  i…………… 
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 Huruf i 

  Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, 

keanekaragaman dan berkelanjutan sumber daya alam hayati yang 

terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani 

yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara 
keseluruhan membentuk ekosistem. 

  

 Huruf j 

  Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa 
setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya 

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 

 Huruf k 

  Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap 

anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses 

pengambilan keputusan  dan pelaksanaan perlindungan  dan 

pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 Huruf l 

  Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat. 

 Huruf m 

  Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” 

adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai 

oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitasi, efesiensi dan 
keadilan. 

 Huruf n 

  Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa 

pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan  dan 

keragaman daerah dalam bingkai Negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

 Pasal  3 

  Cukup jelas  

Pasal  4 

 Cukup jelas 

Pasal  5 

 Huruf a 

  Cukup jelas 

Huruf b………………………… 
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 Huruf b 

   Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi 

logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang 
berlandaskan pada asas keterbukaan. Informasi lingkungan hidup 

dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan 

dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan 

tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat. 

 Huruf c 

  Cukup jelas 

 Huruf d 

  Cukup jelas 

 Huruf e 

  Cukup jelas 

Pasal  6 

 Cukup jelas 

Pasal  7 

 Huruf a 

  Cukup jelas 

 Huruf b 

  Yang dimaksud dengan “kajian lingkungan hidup strategis yang 

selanjutnya disingkat KLHS” adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa 
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan 

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, 

rencana, dan/atau program.    

 Huruf c 

  Cukup jelas 

 Huruf d 

  Cukup jelas 

 Huruf e 

  Cukup jelas 

 Huruf f 

  Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” yang 

selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah 

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang 
lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang 

berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

 Huruf g 

  Cukup jelas 

 Huruf h 

  Cukup jelas 

Huruf i ………………………. 
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 Huruf i 

  Cukup jelas  

Pasal  8 

 Cukup jelas 

Pasal  9 

 Ayat (3) 

  Huruf a 

  Yang dimaksud dengan “kawasan lindung” adalah wilayah yang 
ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian 

lingkungan hidup yang mencakup ssumber daya alam dan sumber 

daya buatan. 

 Ayat (3) 

  Huruf b 

   Yang dimaksud dengan “konservasi sumber daya alam” adalah 

pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya 

secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan 

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta 
keanekaragamannya. 

 Ayat (3) 

  Huruf c 

   Yang dimaksud dengan “pemanfaatan sumber daya air” adalah 

pemanfaatan air yang difungsikan sebagai fungsi lindung maupun 
sebagai fungsi budi daya. 

 Ayat (3) 

  Huruf d 

   Yang dimaksud dengan “pengelolaan limbah hasil usaha” adalah 
usaha yang dilakukan untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

mencapai tujuan tertentu yang lebih baik terhadap bahan sisa 

yang dihasilkan dari suatu kegiatan.  

 Ayat (3) 

  Huruf e 

 Yang dimaksud dengan “pengelolaan bahan berbahaya beracun” 

adalah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup 

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan 
limbah B3. 

 Ayat (3) 

  Huruf f 

   Cukup jelas 

 

 

Pasal 10 …………………….. 
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Pasal  10 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

   Cukup jelas 

  Huruf b 

   Cukup jelas 

  Huruf c 

   Cukup jelas 

  Huruf d 

   Cukup jelas 

  Huruf e 

   Yang dimaksud dengan “sifat kumulatif dampak” adalah 

pengertian bersifat bertambah, menumpuk atau bertimbun, akibat 
kegiatan atau usaha yang pada awalnya dampak tersebut tidak 

tampak atau tidak dianggap penting, akan tetapi karena aktifitas 

tersebut bekerja secara berulang terus menerus maka lama 

kelamaan dampaknya bersifat kumulatif yang mengakibatkan 
pada kurun waktu tertentu tidak dapat diasimilasi oleh 

lingkungan alam atau sosial dan menimbulkan efek yang saling 

memperkuat akibat pencemaran. 

  Huruf f 

   Cukup jelas 

  Huruf g 

   Cukup jelas 

Pasal  11  

 Cukup jelas 

Pasal  12 

 Cukup jelas  

Pasal  13 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

   Cukup jelas 

  Huruf b 

   Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk 

   dalam penyusunan KLHS dan amdal. 

  Huruf c 

   Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

Pasal 14 …………………….. 
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Pasal  14 

 Cukup jelas  

Pasal  15 

 Cukup jelas 

Pasal  16 

 Cukup jelas 

Pasal  17 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas 

 Ayat (6) 

  Huruf a 

   Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah 

suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan 

keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga 
penanganannya tidak dapat ditunda.    

 Ayat (6) 

  Huruf b 

   Cukup jelas 

 Ayat (6) 

  Huruf c 

   Cukup jelas 

 Ayat (7) 

   Cukup jelas 

 Ayat (8) 

  Cukup jelas 

 Ayat (9) 

  Cukup jelas 

 Ayat (10) 

  Cukup jelas 

Pasal 18 ……………….. 
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Pasal  18 

 Ayat (1) 

   Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak 
keperdataan para pihak yang bersengketa.  

 Ayat (2) 

  Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup 

untuk menjamin kepastian hukum. 

 Pasal 19 

 Cukup jelas 

 Pasal  20 

  Ayat (1) 

    Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam 
hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. 

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau 

perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim utuk 

melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: 

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga 

limbah  sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang 

ditentukan; 

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan 

c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya 
pencemar dan/atau  perusakan lingkungan hidup.  

 

  Ayat (2) 

   Cukup jelas 
  Ayat (3) 

   Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan 

pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan 

tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkunganhidup. 

 
  Ayat (4) 

   Cukup jelas 

 

 Pasal  21 

  Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” adalah unsur 

kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggungat sebagai dasar 

pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis 

dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. 

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar dan 
atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan 

sampai batas tertentu. 

  Yang dimaksud “sampai batas tertentu” adalah jika menurut penetapan 

peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi 

usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana 
lingkungan hidup.  

  

Pasal 22 ……………………….. 
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 Pasal  22 

  Cukup Jelas 

 Pasal 23 

  Ayat (1) 

    Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah 

kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. 

   Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan 

fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau 

terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 

  Ayat (2) 

   Cukup jelas 

 Pasal 24 

  Cukup jelas 

 Pasal  25 

  Cukup jelas 

 Pasal  26 

  Cukup Jelas  

 Pasal  27 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas 

  Ayat (2) 

   Cukup jelas 

  Ayat (3) 

    Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah tindakan berkonsultasi 

guna mendapatkan bantuan personil, sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam penyidikan. 

  Ayat (4) 

    Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan 
dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegass wujud 

koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik 

pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 

  Ayat (5) 

   Cukup jelas 

  Ayat (6) 

   Cukup jelas 

 Pasal 28 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas 

 

Ayat (2) ………………….. 
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  Ayat (2) 

   Cukup jelas 

  Ayat (3) 

   Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetika” 

adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk 

rekayasa genetika menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan 

setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

   Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetika” 

adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka 

penyaluran komoditas produk rekayasa genetika kepada 

massyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.  

  Ayat (4) 

   Cukup jelas 

  Ayat (5) 

   Cukup jelas 

  Ayat (6) 

   Cukup jelas 

  Ayat (7) 

    Informasi yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk dokumen 

atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang 
senyatanya atau informasi yang tidak benar. 

 Pasal  29 

  Cukup jelas 

 Pasal  30 

  Cukup jelas 

 Pasal  31 

  Cukup Jelas 

 Pasal  32 

Cukup Jelas 

  

 

 

 

 

 

 


